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Kemelut Penyelesaian Sengketa Pilkada 
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 Putusan Mahkamah Agung (19/12/2007) agar pemilihan gubernur diulang di empat kabupaten di 

Sulawesi Selatan mementahkan penghitungan dan proses pemberian suara di berbagai TPS di empat 

kabupaten. Keseluruhan proses politik dan suara rakyat setempat mengalami delegitimasi. 

 Putusan MA gagal membedakan tiga hal: kegagalan penyelenggaraan pilkada, kesalahan prosedur 

penghitungan suara karena kondisi tertentu, dan sengketa atas penetapan hasil penghitungan pilkada. 

 Kegagalan pilkada sebetulnya didasarkan pada asumsi kedaruratan seperti kerusuhan dan 

bencana yang memusnahkan hasil pemilihan maupun karena penyimpangan proses pemberian suara 

di TPS (Pasal 104 UU Pemda 2004). Penyimpangan proses pemberian suara mencakup pembukaan 

kotak suara yang tidak sesuai tata cara, surat suara tidak sah karena diberi tanda tertentu oleh petugas, 

penggunaan hak pilih lebih dari sekali, petugas merusak surat suara, lebih dari seorang pemilih tak 

terdaftar yang dapat memberikan suara. 

 Mengenai kesalahan prosedur penghitungan suara, Pasal 103 UU Pemda menentukan sebagai 

berikut: penghitungan di TPS secara tertutup, di tempat yang kurang cahaya penerangannya, para 

saksi tidak secara jelas dapat menyaksikan penghitungan, suara dihitung di tempat lain, inkonsistensi 

dalam menentukan surat suara yang sah dan tidak sah. 

Penetapan hasil pilkada 

 Wewenang MA terbatas pada sengketa atas penetapan penghitungan akhir pilkada oleh 

penyelenggara pilkada yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon (Pasal 106 UU Pemda). 

Keberatan atas penetapan itu mengasumsikan selisih hitungan, yang dapat terjadi sejak tingkat KPPS, 

PPS, PPK, KPU kabupaten/kota dan terakumulasi di KPU provinsi.  Dalam kasus Pilkada Sulsel, selisih 

itu sekitar 0,76 persen. Banyak atau sedikit, selisih hitungan memengaruhi kemenangan atau 

kekalahan politik. 

 Sebetulnya selisih suara yang dapat dibawa ke pengadilan perlu dibatasi persentasenya sehingga 

penetapan hasil tersebut tidak dipermainkan serta tidak perlu memicu ketegangan politik jika pihak 

yang kalah menuntut "keadilan kuantitatif". Selisih satu persen dapat mengharuskan penghitungan 

ulang di pengadilan. 

 Jadi, penetapan hasil pilkada dapat disengketakan ke pengadilan "dalam hal terdapat selisih 

penghitungan sebanyak-banyaknya satu persen dan atau memengaruhi terpilihnya pasangan calon" 

(sesuai sistem pemilihan dan jumlah calon). Pemohon pun harus menunjukkan kekeliruan 

penghitungan suara oleh KPU dan menyertakan koreksi penghitungan beserta bukti-buktinya, yang 

dapat diakumulasikan dari tingkat KPPS, PPS, PPK, KPU kabupaten, dan berakhir pada kekeliruan 

penetapan KPU provinsi. 
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 MA harus menetapkan hasil penghitungan yang benar (putusan bersifat deklarator), yang 

mengubah hasil akhir pilkada (dalam kasus Sulsel, pemohon harus mampu membuktikan selisih 

penghitungan di atas 0,76 persen). Dalam hal bukti-bukti dari pemohon tidak mendukung, putusan 

pengadilan tidak memengaruhi terpilihnya calon yang ada. MA tidak dapat membatalkan hasil 

penghitungan suara rakyat pada tingkat dan di tempat yang tidak bermasalah. 

Penyelesaian sengketa 

 Wewenang MA atas penetapan hasil penghitungan suara dalam pilkada termasuk sederhana 

meskipun penggunaan berbagai metode penghitungan suara dalam teori sistem pemilu dapat 

menjadikannya tidak sederhana. Dalam kesederhanaan itu terdapat dua dimensi mendasar: legitimasi 

politik dan hukum suara pemilih, dan cara melakukan penghitungan (soal petugas penghitung dan alat 

bantunya, akurasi dan verifikasi hitungan, serta pengawasan dan manipulasi penghitungan). 

Permasalahan yang muncul dari kedua dimensi tersebut dapat diselesaikan oleh penguasa, politisi, ahli 

behavioral politics, ahli statistik. 

 Ketika pengadilan diminta menyelesaikannya, pada dasarnya hukum diminta memberikan 

kepastian dan legitimasi secara terbuka dan damai. Kalau politik tidak memberikan kejelasan, 

mekanisme hukum berpotensi gagal untuk mencapai sasaran dan bahkan dimanipulasi (oleh politik 

maupun oleh hakim), lebih-lebih tanpa tradisi kuat dalam menangani sengketa pemilu sebelum 

reformasi (UU No 5/1986 menegaskan, penetapan hasil pemilu bukan merupakan kompetensi 

pengadilan). 

 UU Pemda menentukan bahwa putusan MA dalam sengketa hasil pilkada bersifat final dan 

mengikat serta dapat didelegasikan kepada pengadilan tinggi (PT). Tetapi penjelasan Pasal 106 Ayat 

(7) mementahkan sifat final tersebut karena putusan PT yang bersifat final adalah putusan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak bisa lagi ditempuh upaya hukum (penjelasan ini dapat 

diuji di Mahkamah Konstitusi). 

 Sifat final dan mengikat putusan pengadilan merupakan kunci bagi kepastian politik dan hukum 

hasil pilkada. Tetapi sifat tersebut tidak diterapkan sebagai lex specialis oleh MA. Penetapan hasil 

pilkada oleh KPU Kota Depok telah digugat ke PT Jawa Barat dan dikoreksi oleh putusan No 

01/Pilkada/2005/PT.Bdg. KPU Depok pun meminta peninjauan kembali dan putusan MA No 01 

PK/Pilkada/2005 membatalkan putusan PT Jawa Barat (sekaligus menyalahi Perma No 6/2005; Putusan 

MA kemudian disengketakan ke MK meskipun permohonan untuk memperkarakan putusan tersebut 

tidak diterima). Rumusan UU Pemda tidak menghapus ketentuan hukum acara MA mengenai 

peninjauan kembali meskipun hasil revisi UU Pemda lebih mutakhir (lex posteror) dibanding hasil revisi 

UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman pada tahun 2004. 

 Pengaturan dan praktik penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah masih membuka 

ketidakpastian hukum maupun destabilisasi politik. Sebuah desain penyelesaian hukum atas sengketa 

politik seharusnya mengandung kejelasan substantif dan ketegasan prosedural sehingga tidak mudah 

dibajak di pengadilan. (Sumber: Kompas, 26/12/2007) 


